
/
6. Pcrmuran Dacrah.; t

Mcnimbong : bahwa untuk melaksanakan kcrcntuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota
Palembang Nornor.....Tahun 2016 tcruang Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017, perlu menctapkan Peraturan
Walikota Palcmbang tentang Pcnjabaran Anggaran Pcndapatan dan
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mcngingat I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pembcntukan
Dacrah Tingkat 11dan Kotapraja Di Sumatera Sclatan [Lernbaran
Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 1959 Nornor 73, Tarnbahan
Lcrnbaran Ncgara Republik lndonesia Nornor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 icntang Keuangan Ncgara
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 NomoI' 47,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan
Daerah (Lernbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2014 Nornor
244, Tarnbahan l.cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5587)
scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nornor 9 Tahun 2015 icntang Perubahan Kcdua Alas
Un<.lang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan
Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015) Nornor
58, Tambahan Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5679);

4. Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcmang Pengelolaan
Kcuangan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor
4578);

5. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nornor 13 Tahun 2006 tcniang
Pcdornan Pcngclolaan Kcuangan Daerah scbagaimana iclah diubah
bcbcrapa kali, dcngan Peraruran Mentcri Dalam Negcri NomoI' 21
Tahun 20 II tcntang Pcrubahan Kedua Atas Pcraturan Mcnteri
Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcruang Pcdoman Pcngclolaan
Kcuangan Dacrah [Bcrita Ncgara Rcpuhlik Indonesia Tahun 20 II
Nornor 310);

WALIKOTA PALEMBANG,
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PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA IJAERAH
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TENTANG

PROVlNSI SUMATERASEt.I\TAN
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3.lain-laiupendapatan...

Rp.I.945.319.518.000,OO
(Salu triliun scmbilan
ratus empat puluh lima
miliar tiga ratus scmbi Ian
belas juta lima ratus
dclapo.n belas rlbu rupiah)

2. dana perimbangan ··· ..

Rp. 894.010.465.678,80
(Delapan ratus scrnbilan
puluh crnpat rniliar
sepuluh juta empat rarus
cnam puluh lima ribu
enam ratus rujuh puluh
dclapan rupiah korna
dela pan nol)

a. Pendapatan
L pendapatan asli daerah .

APBDTahun Anggaran 2017 terdiri atas:

Pasal 2

Pasal I

Dalam Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
L Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Kota yang dibahas dan discrujui bcrsarna oleh Pemerintah Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetupkan dengan
pcraruran daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

3. Belanja Dacrah adalah kewajiban pcmcrlntah daerah yang diakui
scbagai pengurang nilai kekayaan bcrsih.

4. Pembiayaan Daerah adalah semua pencrirnaan yang perlu dibayar
kembali dao / atau penge)uaran yang akan diterirnu kernbali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun­
tahun anggaran berikutnya.

5. Walikota adalah Walikota Palembang.

Mcnctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJ/\B/\RAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHT/\HUNANGGARAN2017

MEMUTUSKAN:

6. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nornor Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017
[Lernbaran Daerah KOlaPalcmbang Tahun 2016 Nomor )



g) belanja bautuan ...

f) belanja bagi hasH...................... Rp.

Rp. 1.000.000.000,00
(Satu miliar rupiah]

Rp. 44.265.713.500,00
(Empal puluh ernpat
miliar dua ratus enam
puluh lima juta tujuh
ratus tiga betas ribu lima
ratus rupiah)

Rp. 15.000.000.000,00
(Limabelas miliar rupiah)

(Empat miliar scrarus dua
belas [uta limo ratus ribu
rupiah)

4.112.500.000,00Rp.

Rp.1.453.199.247.967,15
(Satu triliun ernpat ratus
lima puluh tiga miliar
seratus sembilan puluh
scmbilan jura dua ratus
empat puluh tujuh ribu
sembilan ratus cnarn
puluh tujuh rupiah koma
satu lima)

e) belanja bantuan sosial .

d) belanja hibah .

c) belanja subsidi. .

b) belanja bunga .

b. Delanja

1. belanja tidak langsung

a) belanja pcgawai, .

Jumlah Pcndapatan Rp.3.153.800.882.945,57
[Tiga triliun seratus lima
puluh Egamiliar delapan
ratus juta delapan ratus
delapan puluh dua ribu
sembilan ratus crnpat
puJuh lima rupiah koma
lima tujuh]

3. lain-lain pendapatan daerah yang Sah .. RD' 314.470.899.266.77
(Tiga ratus cmpat belas
rniliar empat ratus tujuh
puluh juta delapan ratus
sembilan puluh scmbilan
ribu dua ratus cnam
puluh cnam rupiah koma
tujuh rujuh]



c. Pembiayaan:...

Rp. 42.496.283.455,08
[Empat puluh dua miliar
empat raius sembilan
puluh enam juta dua
ratus dclapan puluh tiga
ribu empal ratus lima
puluh lima rupiah koma
nol delapan]

Rp.3.111.304.599.490,49
(Tiga triliun scratus
sebelas miliar tiga ratus
ernpat juta lima ratus
sembilan puluh sembilan
ribu ernpat ratus sembilan
puluh rupiah kama empal
sembilan]

Rp. 731.538.307.588.01'1
(Tujuh ratus tiga puluh
satu miliar lima ratus tiga
puluh dclapan jura uga
ratus tujuh ribu lima
ratus delapan puluh
dclapan rupiah kama nol
ernpat)

Rp. 767.471.776.941,86
(Tujuh ratus enam puluh
rujuh mitior empat ratus
tujuh puluh saiu juta
tujuh ratus tujuh puluh
enam ribu sembilan ratus
empat puluh satu rupiah
koma delapan cnam]

Rp. 90.517.053.493,44
(Sembilan puluh miliar
lima ratus lujuh belas
juta lima puluh tiga ribu
ernpat ratus sernbi Ian
puluh tiga rupiah korna
empat ernpat]

[Tiga rniliar rupiah)
3.000.000.000,00Rp.

Rp. 1.200.000.000,00
[Satu miliar dua ratus
juta rupiah)

Surplus/ (Defisit)..

.Jumlah bclanja ....

c) belanja rnodal.. .

b) belanja barangdan jasa .

2. Belanja langsung
a) belanja pegawai .

b] belanja tidak terduga .

g) belanja bantuan keuangan ..



PasaI7...;;~1

Paaal 6
Pclaksanaan penjabaran APDD yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota ini diruangkan lebih lanjut dalam Dokumen PcJaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dcngan ketentuan
pcraturan peruridang-undangan.

Pasal 5

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan WaJikota
ini.

dimaksud dalam Pasal 2 dirinci
II, Lampiran HI dan Lampiran IV

Penjabaran APBD scbagaimana
lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

Pasal4

Pasal 3

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimano dimaksud dalam Pasal 2
tcrcanrum dalam Larnpiran I Pcraturan Walikota ini.

NIH I L
Sisa lebih pcmbiayaan anggaran
Tahun berkenaan (SII.PA) Rp,

Jumlah Pernbiayaan Netto.. Rp, (42.496.283.455,08)
(Empat puluh dua miliar
empat ratus sernbilan
puluh cnam juta dua
ratus delapan puluh tiga
ribu ernpat ratus lima
puluh lima rupiah koma
nol delapan]

2. pengeluaran....... Rp. 59.496.283.455.08
(Lima puluh sernbilan
miliar empat ratus
scrnbi Ian puluh cnam jura
dua ratus delapan puluh
tiga ribu empat rarus lima
puluh lima rupiah koma
nol dclapan)

c. Pembiayaan:
1. penel"imaan....................................... Rp. 17.000.000.000,00

(Tujuh belas miliar
rupiah)



HAROBIN MUSTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAIiUN £016 NOMOR 83

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 De~emf'ef ~Olb
SEKRETARIS DAERAH [{OTA PALEMBANG,

HARNO.JOYO

Ditetapkan di Palernbang
pada tanggal ~c oE'$('rnber 2016

IPasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diietapkan.

Agar sctiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan
Pcraturan Walikota ini dcngan pcnempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palembang.



no IlAROB1N MUSTOFA
"X:, BERITI\ DAERAH KOTA PAI..EMBANGTAHUN 2016 NOMOR 83

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 peSel'"Y1be(' ;j.Olb

~ SEKRETARISDAERAH KOTA PALEMBANGr)

Ditetapkan di Palembang
pad a tanggal 3C D€s<>mi)(>r 2016

AWALlKOT(LEMBANG. ~

~ (HI\RNOJOYO

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan
Peraturan Walikota ini dengan pcncmpatannya dalarn Berita Daerah
Kota Palcmbang.




